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Menimbang: a. bahwa dalam rangka optirnalisasi kinerja Badan Pengembangan
Surnber Daya Manusia perlu perumusan Tugas, Fungsi,
dan Uraian Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
menetapkan perlunya perumusan, fungsi dan uraian tugas
setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Noor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1956 Nomor 65, Tambahan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN;
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3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ten tang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ~016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Perah_1ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6040);

10.
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Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANQ TUGAS, FUNGSJ, DAN
URAJAN TUGAS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH,

MEMUTUSKAN:

J 1. PO"'''U'I''' P 111"1'1"",,, Nou1t)l' J?, 'l'llhun 20)7 tentang
)lemhll)".... cll1lJ P OWiWIHmfl r'Il'yt11'HlI'.f1,HrfWn Pernerlnrnhnn
J),. "~,, (I,ml)'m""l) Nt;Wlflt NI1,mhlll, Indoll'1Nj{t1 'l'nhun 20J 7
Nomo,' 'I:'. 1,'u".IJllhwl Lmllhumn NOI{IH'II R~r>uhlJk Indonesln
NOH"'" 1)0'11);

J2. I'C.lltllfliu P.m.lckn NOlUOf (1,7 Til/HI,. :I.()l" I~nt/)ng Peraturnn
J'dlllwlIlIUllfI IJlJd'U1H ..IJI1tI'"J~ Nom',,' I? TlJhun 20 J 1 tentang
PcmlJr.II'llIwl) PI1,.IIluflU1 Pm·undunJl,..undungnn (Lembaran
NC~II"" UcpubJlJ( 'ndoHordli 'I'{,hlll) 20 J '1 NomOI" J 99,;

J :), Peril' ""lUI Mt:uh:1'l I)lI'um N"~t:rl Nomor H() Tnhun 2015 tentang
POI1ll> l)'uJ"'1J PmduJc Hukum I)m;mh (BerlIn N"RUrtl RnpubHk
I"dol)cr,ill Tuhun 20 J!1 NOIlH)I" ?'():lG) tfcbngnlmllnn telah diubah
dcnglll1 Pcrul uruu Mmltnd Dnlnm Negt!ri Nomor 120
Tllbu,. 201 H t.cntltnp,PCflJb"hufJ At1mPeruturun Menteri Dalarn
Ncgcrl Nnrnnr He) Tnhun 201 G tr.nfnnl{ Pernbentukan Produk
Hukurn Dncrul: (Ilcd'Jt NCf!lWl RcpubHk Indonesla Tahun 2019
Nornor 157);

1'1, Peru. urun Dncrnh Provlnsl Kalimantan Belaten Nornor 11
Tnhun 20 I(j tClltsmK Pembentukan dun Suaunan Perangkat
Ducruh Provinnl Knllmuntnn Selatan (Lernbaran Daerah
ProvinHi Kulimonhm Sclutun Tahun 20] 6 Nomor 11, Tarnbahan
Lcmburun Ducrah Provinul KJlllmantan Selatan Tahun 2016
Nornor JOO,;

15. Pcraturan Oubcrnur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 20] 9 tcntang Kcdudukan, Busunan Organlsasl, Tugas,
Fungsi, don Tata Kcrja Pcrangkat Daerah Provlnsi Kalimantan
Selatan (Berita Daernh Provlnsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019 Nomor 95);

't
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Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penye1enggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin peJaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaterr/Kota di Wilayah Provinsi

Kalimantan Selatan.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya

disingkat BPSDMD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia daerah.

8. Kepala Badan adaJah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah.

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah.

10.Bidang adalah Bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah.

11. Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

12. Sub Bidang adalah Sub-Sub Bidang pada Bidang-bidang di Lingkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

13. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan
kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan standar kompetensi jabatan dan
rencana pengembangan karir, melalui pendidikan formal atau melalui
pelatihan klasikal rneliputi pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan
penataran, serta melalui pelatihan non-klasikal meliputi e-leaming,
peJatihan jarak jauh, benchmarking, coachinq/rnentorinq, pertukaran
pegawai, rnagang, dan lainnya.

14.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku
yang dapat diarnati, diukur, dan dikembangkan yang spesiftk berkaitan
dengan bidang teknis jabatan.

PasaJ 1

BAB I
KETENTUAN UMUM
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(1) BPSDMD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengembangan
sum ber daya manusia daerah.

(2) BPSDM dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya

manusia;
b. rnelaksanakan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota:
c. melaksanakan kebijakan sertifikasi kompetensi aparatur sipil

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
d. memantau, evaluasi dan pelaporan atas peJaksanaan pengembangan

sumber daya aparatur sipil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

Pasal2

Bagian Kesatu
BPSDMD

BAB II
TUGAS,FUNGSI,DANURAIANTUGAS

15. Kompetcnsi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk
memimpin dan /atau mengelola unit organisasi.

16. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses
penyelenggaraan pernbelajaran dalam rangka meningkatkan
dan rnengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan memiliki
struktur kurikulum.

17. Scrtifikasi Kompetensi adaJah proses pemberian sertifikat kompetensi yang
dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang
mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan/ atau
Internasional.

18. Tcnaga Pengembangan Kompetensi adalah termasuk kedalamnya
pencerarnah, pengajar, asesor, serta pengelola dan penyelenggara.

19. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
LSP-Pcmda adaIah pelaksana sertifikasi kompetensi penyelenggara
pemerintah daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

20. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki sesuai
masing-masing fungsi pekerjaarr/jabatan.

21. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua
fungsi pekerjaan eli organisasi/instansi/unit kerja yang dilakukan
standardisasi.

-5-
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e. melaksanakan kebijakan pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional aparatur sipil pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

f. melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian Unit
Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. mengelola kegiatan kesekretariatan.
(3) BPSDMdalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan

dan penetapan kebijakan teknis eli bidang pengembangan sumber daya
manusia daerah;

b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi aparatur sipil pemerintahan provinsi dan
kabupaterr/kota:

c. mengoordinasikan, rnembina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
sertifikasi kompetensi aparatur sipil pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;

d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi
dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur
sipil pemerintah provinsi dan kabupaterr/Icota;

e. mengoordinaslkan, mernbina dan rnengawasi pelaksanaan kebijakan
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsionaJ aparatur sipil
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pembinaan, pengawasan
dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. membina dan mengawasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.
(4) Susunan Organisasi BPSDMD,terdiri atas:

a. Sekretariat;
b. Bidang SertifikasiKompetensidan Pengelolaan Kelembagaan;
c. BidangPengembangan KompetensiTeknis;
d. Bidang Pengembangan KompetensiManajeriaJdan Fungsional;
e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
f. KelompokJabatan Fungsional.

-6-



Dipindai dengan CamScanner

(1) Scl(f'ciuriut r r,bllv,,,lnuIJJII dlH".luwd dul"", I"IN/I' 2 "yu' (1) huruf (t

mcmpu nyu i IlIP-1I r1 IIICOHOOf'( lin,. "HwlJ, ,,)(:111 hif III dlUl rnc;IIp,r.ndnIiJUIn
pcnyununnn rcn 'IIn'l dOli fH'ov-rnlJl, p~lJv.doJIIIII) J{I;WHW)tI' dun IIHd rit:r'J,j
rncnyclcnggn ruJ<JIn un won urn litn (fllll nrhnln ;", 1'mll kr.pr.~~JlwlIllIll.

(2) Sckrctnriut dulnm wdllJwIU".Jwl) tUP,lHl Ndmp,HlnwuH dlmuktHJd pndn
aynt (l) rncmpunyni fW1g"l:
u. mcnyusun progrurn, )WOf(fj r)IJ(11, pr.mh;l)Iwn dun p,;np,cndIlIJon

pcnyusunun program dun r ncunn J(CPointut) BPSUMD;
b. mcnyusun program, koordlnnn! pc","iuwiIl dUll f>cnv,r:ncJnJiun r.vllluntil

dan pcluporun kcgiutnn 13PHDMD;
c. mcnyusun program, koordlnuul, pemhlnnnn dHn pengendnllnn

penyusunan one,pprun dun p(in~cJ(JJlJul'}KCUI.IIlWm;
d. menyusun progrnrn, koordinunl, pemblnnnn don pcngcndnlinn

pcngelolaan usct DPSDMD;
c. mcnyusun program, koordinuui, pernbinunn don pcngendulinn

pengcloJaun surut-rncnyurut dun rurnuh fungy).;
f. rnenyusun progrnrn, koordinnnl, pcmhlnuun don pcngendnlian

pcngclolaan adminiHlruuJ kcpegnwulcn: don
g. mcnyusun program, koordlnuni, pcrnbinuun dun p ngcnduliun

pcngcJoloun orgnnisuui, tutnlukaunu dun hubungun mnsynrnkat.

(3) Sckrctariat dalarn melakxnnukun tuWm fJ(:hup),ims:tn/l dirnuksud puda
ayat (1) rnernpunyai uraian tugae 'Jcbugui berikut:
a. menyusun program, mcngoordinusikan, mcmbinn dun rncngcndallkan

pcnyuaunan program dun rcncana kcgiutnn BPS MD;

b. menyusun program, mcngoordinunikun, mcrnbinu dun mcng nduliknn
evaluasl dan pclaporan kcglatun BPSDMD;

c. menyusun program, mengoordlnuuikun, mcmbina dun mengcndulikan
pcnyuaunun unggurnn dun pengeloluun keuungun;

d. menyusun program, rncngourdinuslkun, mcmbinu dan mengendulikan
pengelolaun auet BPSDMD;

e. menyusun program, mcngoordinusikun, mcmbinu dun mengcndallkun
pengelolnan uurut-rncnyurut dan rurnuh tunW.;

{, menyusun program, rncngoordinunlknn, mernblnu d{n mcngcndnlikan
pengelolaan udministrnsi kcpcgnwulnn:

g. menyuaun program, mcngoordinneiknn, mernblna don mengcndullkan
pengclolnun orguninuul, tutalnk unu dun hubungnn rnu ynrukut: dun

h. mclaksunukan tuga JnJn "cUUIlJ dcngnn bJdullK tUKuH dan
kcwcnnngannyn.

HIIP-IIIII I{r:d""
~Jr;'(It: IItt JIt I
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(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
pcnyusunan program dan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan
pcnatausahaan keuangan serta pengelolaan aset 8PSDMD.

(2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalarn melaksanakan tugas
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. rncnyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan,

pengelolaan kcuangan, dan aset BPSDMD;
b. mcnghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data BPSDMD;
c. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan kerja sarna penyusunan rencana

stratejik;
d. menyiapkan bahan dan mcngevaluasi kegiatan program dan rencana

kcgiatan;
e. rnenyiapkan bahan dan menyusun sist.em informasi BPSDMD;
f. rnenyiapkan bahan dan rnelaksanaan kerja sarna penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kincrja BPSDMD;
g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban

dan Laporan Ketcrangan Pcrtanggungjnwnban:
h. menyiapkon bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan

keuangan;
1. menyiapkan bahan dun menyusun pctunjuk teknis pengelolnan aset;
j. rnenyiapkan bahan dan mclaksanakun kerju snrna penyusunan rencana

anggaran pendapatan don belunjn BPSDMD;
k. menyiapkan bohon, rnelak nnuknn unulisis kcbutuhun dun m nyusun

Rencana Kebutuhun Bnrnng Unit dun Rencunu Tuhunun Barnng Unit;
I. menyiapkan bahan dun rncngclolu p enutuusuhnun dun ukuntansi

keuangan;
m. mcnyiapkun bahun dun rncmproscs udministrnsi p nnbnyarnn gnJi dan

tunjangun;
n. menylapkan buhun dun mcluksunuknu pengcloh un n.:et:
o. menyiapknn buhun dun mclukuunukun P IU\tuuliuhmm uset:
p. mcnylupknn bnhnn dun In nyusun lupomn p rtnn~f\mKltJ waban

kcunngnn;
q. mcnyiupkun buhnn dun mcnyusun JUP0rHll pcn~dC)lltnn uset:
r. mcnyiupknn buhnn dUI1 rn 'l1lfnuiUrllni pcmerlksuuu int ~mal mnupun

ekstcrnnl scrtu tinduk lnnjut husll peru rik .., uu,· ....~-...__,_

Pasa14

(4) Sckretariat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas rnengelola surat-rnenyurat,
ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, adrninistrasi kepegawaiarr,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan rugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, adrninistrasi
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan
ketatalaksanaan BPSDMD;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan
ketatalaksanaan serta kepegawaian;

c. rnenyiapkan bahan dan melaksanakari pengelolaan surat-surat dan
ekspedisi;

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta
penghapusan arsip;

e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

f. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar uru t
kepangkatan pegawai;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai;

h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi rnutasi kepegawaian;
i. menyiapkan bahan dan mengeJoladokurnen dan data kepegawaian;
j. menyiapkan bahan dan mengeJola informasi kepegawaian;
k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

L menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
dan keprotokolan;

m. menyiapkan bahan analisis dan evaJuasi efektivitas organisasi dan
ketatalaksanaan; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

PasaJ 5

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana
kegiatan dan pengelolaan keuangan serta aset; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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membina, mengatur
sarna pengembangan

mengoordinasikan,
pengembangan kerja

g. menyusun program,
dan mengendalikan
kompetensi; dan

(1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan PengeloJaan Kelembagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mernpunyai tugas
mengoordinasikan, mernbina, mengatur dan mengendaJikan sertifikasi
kompetensi, pengelolaan kelembagaan pengembangan kornpeterisi, tenaga
pengembangan kompetensi serta pengelolaan surnber belajar dan
kerja sarna.

(2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan daJam
melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penerapan standar kompetensi;

b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian sertifikasi kompetensi;

c. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan kelembagaan;

d. menyusun program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan tenaga pengembangan kompetensi;

e. menyusun program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan sumber belajar; dan

C. menyusun program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan kerjasama pengembangan kompetensi.

(3) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi
dan pengembangan kelembagaan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penerapan standar kornpetensi;

c. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur dan
mengendalikan sertifikasi kompetensi;

d. menyusun program, rnengoordinasikan, mernbina, mengatur dan
rnengendalikan pengembangan kelembagaan;

e. rnenyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan tenaga pengembangan kompetensi:

f. menyusun program, rnengoordinasikan, mernbina, rnengatur dun
rnengendalikan pengelolaan sumber belajar;

Pasa16

Bagian Ketiga
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Sub Bidang Scrtifikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelol an sertifikasi
kompctcnsi aparatur sipil pemerintah.

(2) Sub Bidang Sertifikasi dalam melaksanakan tugas sebagairnan dimaksud
pada ayat (1) mempunyai uraian tugas, sebagai berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sertifik ai

kompetensi aparatur sipil pernerintah;
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

kompetensi aparatur sipil pemerintah;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ertifikasi

kompetensi;
d. menyiapkan bahan dan menyusun daftar kebutuhan pengembangan

kompetensi;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi kompeten 1;
f. menyiapkan bahan dan menyusun Oaftar Skala Prioritas

pengembangan kompetensi;
g. menyiapkan bahan, menyusun dan mengemhangkan sistem sertifika i

kompetensi;
h. rnenyiapkan bahan, menyusun, dan menerapkan standarisasi

sertifikasi kompetensi;
L menyiapkan bahan dan menyusun standarisasi penilaian kornpetensi

sebelurn dan sesudah pengernbangan kompetensi;
j. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan penilaian hasil pengernbangan

kornpetensi;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi kornpetensi:
J. menyiupkan bahan, rnenyusun dan rnengembangkan sistern

pernantauan dan evaluasi pasca pengernbangan kompetensl;
m. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pengelolaan do umni

pengernb ng n kornpetensi:
n. rnenyi plum b h rn dan rneh ksanakan perm ntauan Ita C'Y s!

perk mbang n korn t n i alumni pen em n , kompetensi;

PasaJ 7

h. mclaksannknl1 tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewcnongwlI1yn.

(4) Bidang Sertifikasi Kompctensi dan Pengelolaan Kelembagaan sebagairnana
pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sub Bidang Sertifikaai;

b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Ketenagaan: dan
c. Sub Bidang Pengclolaan Sumber Bclajar dan Kerja sarna.

- 11-



Dipindai dengan CamScanner

(1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Ketenagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruJ b mempunyai tugas rnelaksanakan
pengelolaan dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan kapasitas
dan pengembangan kompetensi tenaga pengembangan kompetensi.

(2) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Ketenagaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
kelembagaan dan pengembangan ketenagaan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
kelembagaan dan kompetensi tenaga pengembangan kompetensi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan
pengembangan kelembagaan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan
kapasitas dan pengembangan kompetensi tenaga pengembangan
kompetensi;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi
kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan
pemberdayaan kelembagaan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan aktualisasi dan intemalisasi visi
dan misi pengembangan sumber daya manusia daerah;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan, peningkatan dan
pemberdayaan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan kompetensi
tenaga pengembangan kompetensi;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas dan
pengembangan kompetensi tenaga pengembangan .kompetene ....i; _j 4ft .... __ • _i_------.. .. ~'''I

PasaJ8

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pemantauan dan
evaluasi perkembangan kompetensi alumni pengembangan
kompetensi;

p. menyiapkan bahan dart rnelaksanakan kerja sarna dengan satuan
keria/unit kerja dan instansi terkait dalam sertifikasi kompetensi;

q. menyiapkan bah an dan melaksanakan pemantauan sertifikasi
kompetensi;

r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sertifikasi
kompetensi;

s. menyiapkan bahan dan melaksanakan uji kompetensi, asesmen,
pengelolaan; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuar dengan bidang tugas dan
kewenangannya,

-12-



Dipindai dengan CamScanner

(1) • 01>Wds,l\f1, ~!'trnlw Ikllljli dim t(t;rju "umfl Sl;brw/"mrm:1 d;mflv~ud dalarn
III "I (, II III (.1) lunu! r: mf'rlJ>tmY/" fup;us rndf.k ,:mHkan pen~fllnJJjan
f urnbr r bdlljllr' du" ptnv'''''lhllflf~,n knjsl ium« penydt:npjljuaan
PC" ~~IIIhit n gu n k.. fJI rw t ...nn],

(2) H h UjdJU1f~ • urnlx-r IklllJur dim Kr.rju nrnn duJJJm rnelaksanakan tugas
r rU"J.ltimUnll diJIIltlo ud pudu IaY/J' (J) mempunyai uraian tugas

r cbn~lIi bcrikul;
La. mcnYl/lpkUIJ hnhun dun mcnyuuun rcncunu kcrja number belajar dan

p 11p, nlblJnJ~lInk rju !lImll pCJ1gr.rntmIlWJn kornpetcnni:
h. In nguJnpuJk",). mengoluh, rm;nwmSlli'~iH dan menyajikan data fSUmrA'!1'

bcJujSlr dun k rJu Iurnu p ngcmblln.VjHl knrnpetenrsi;
c. m onyiopkun bnhnn dnn rnelnk ~(jnI'JY.1m penyusunan petunjuk teknis

pcngclolnun number belojnr:
d. mcnyiuplwn bahnn dun meluksunakan penyusunan petunjuk teknis

kcrju surna pCI1~Cmblmp):..n kompetcnni;
c. menyjopkun bnhun dan mcJukmmukLm anali tlU kebutuhan sumber

belajur:
L rncnyiapkun bnhnn dan melakaanaken inventarisasi dan identifikasi

kcbutuhun Humber belajar;
g. menyiupkan huhun dun melaksenukan Inventarisaal dan identifiY.aM

kcbutuhan kcrjn 6urnn pcngcmbangan kornpeten Ij;

h. menyiapknn bahun dun melaksanakan inventarisae i dan identiflkaei
sumbcr bclajur;

i. mcnyiflpkan bahan dun rnelnksanakan penyediaan umber belajar;
J. menyiapkun bahan dun melaksanakan peningkatan dan pengembangtm

knpa ita Humber belajar;

)t. tllfl1YIII, I 'It, 1,,,h"'1 tI,,,, '"' I d (W,jLtl4J111 'II"l1h~!Y ,1101 ;1'('" fi:m
pf""tJIJf",,1uVII"11 If'II'II~H f" 1I1~1'"dlllllfl)"" 11/'111;#"'" Ii

L '" ""~I,plu'lJ 1,,,1.,11, ttltH II"'J,.ht.,.WtlHIf' I.v,u;,jje' i (tit" jn'r" : 1;t:.Hf<j
nlill 1I11111111UI.yu I/lrjU 'tt,ltnt'",:

"I. "w'IVlnphltfl 1".111'" d,tll "If 1,,1((JI"O.lwlI ""I!I/,fJ'HIW1I ,IHII IdJ11w"j

( It it III t 'Hi 11( 1,.""., "., I I , 'f'I,,1 ,"WlIlf);
u. IlH'IlV IIplcHIl IIIIH.tI fI,." ","'WI ,,,I,JI"V.' IHI bl:flJ. f(l1:n/~TI1rYJln V)W)Jfl

, rl (1,,1111.. 111' JwllWllllllti J f'lr""H'IV,,.It~
o. mrnvln] lelll) Imhllll dll" ",,,IHIHSI ..,,,,kJlt) l,trfU-Jl tsuusn pt;nw;JfAfJJ.jn

1«('lnllh"'~JI"" dl1l1 p"I1W·",h/"WjHI 1~r.fr""If1)IiI()~

p. 11I(;lIyl"pl(llll I,,,h,,,, (1'01 "w"Y"hIUJ IHptll'lm kfnr.rJu p'~npJ;II)J~~:m
\(('kI1l1 "gll"'1 ttll'" pr"~r,,.lm'I'J)'" IJ""UHVjWn; rtml

(I, ",rll,I011l11l"("" '''LitH ',aln ",.."w.j (ft;,w),n f,ilJ{jn~ WWd~ dan

IU'wrfl'" )f~IUtItVII ,

f ~,



Dipindai dengan CarrrScanner

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan penyclenggaraan pengembangan kompetensi
urnum, kompetensi inti dan kompetensi pilihan jabatan administrasi.

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendaIian pengembangan kompetensi umum Jabatan Administrasi;
b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

c. menyusun program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi; dan

d. menyusun program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pcngembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi
Perangkat Daerah Penunjang.

(3) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

Pasal 10

Bagian Keempat
Bidang Pcngcmbangan Kompetensi Teknis

k. mcnyinpkan bnhan dun melaksnnnknn pcrnbcrdnynan dan nktunllsasi
surnber belajur;

1. menyioplmn bahun dan rnelaksnnnknn lnvcntarisuxi dan ldentifiknsl
mitra kerjn/ pnrtne r kerjn pcngernbangnn kompetensl:

m. rnenyiapkun bahun don melaksannknn pcngcrnbangun dan peningkntan
kerjueume /kcmitruan dcngan stakeholder [pcmangku kcpcntingan)
pengembangnn kornpctcnsi:

n. rncnyiapkan bahan dan mclaksanakan kcrja Barna dcngan satuan
kerje /unit kcrja don instansi tcrkait dalam pcngelolaun sumber bclajar
dan kcrjn sarnn pcngcmbangan kornpetensi:

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasl program dan
kcgiatan pengcmbangan kornpctcnsl di lingkungan Pcmcrintah Dacrah,
Pernerintah Kabupaten /Kotn, dan Lcmbaga Pcmcrintah;

p. rnenyiapkan bahan dan mclakaanakan pemantauan pengelolaan
sumber belajar dan kcrja sarna kedlklatan;

q. rnenyiapkan bahan don menyusun laporan kinerja pengelolaan surnber
belajar dan kerja sarna pengcmbangan kompctensi; dan

r. melaksanakan tugas lain scsuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan
menyelenggarakan pengembangan kompetensi umum dan kompetensi
pilihan J abatan Administrasi.

(2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan
Administrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
kompetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

b. mengumpulkan, mengolah, rnenganalisis dan menyajikan data kegiatan
pengembangan kornpetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan
Administrasi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
pengembangan kornpetensi umum Jabatan Administrasi;

d. menyiapkan bahan dan rnenyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
pengcmbangan kompetensi pilihan Jabatan Adrninistrasi;

e. menyiapkan bahan dan menyusun silabi diklat pengembangan
kornpetensi umum Jabatan Adrninistrasi;

f. menyiapkan bahan dan menyusun silabi diklat pengembangun
kompetensi piJihan Jabatan Administrasl:

Pasal 11

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan
kompetensi teknis:

b. menyusun program, rnengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan kompetensi umum Jabatan Administrasi;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

d. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, rnengatur dan
mengendalikan pengembangan kompetensi inti Jabatan Adrninistrasi:

e. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, rnengarur dan
mengendalikan pengembangan kompetensi inti Administrasi .Jabatan
Perangkat Daerah Penunjang; dan

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang rugas dan
kewenangannya.

(4) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan

Administrasi;
b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
c. Sub Bidang Kompetensi Inti Jabatan Adrninistrasi Perangkat Daerah

Penunjang.
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan pengeIolaan adrninistrasi dan menyelenggarakan
pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi.

(2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai beriku t:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan

kompetensi inti Jabatan Adrninistrasi;

Pasa112

g. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraaan
pengembangan kompetensi umum Jabatan Administrasi;

h. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraaan
pengembangan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

i. menyiapkan bahan dan menyiapkan sumber belajar pengembangan
kompetensi umum Jabatan Administrasi;

J. menyiapkan bahan dan menyiapkan sumber belajar pengembangan
kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

k. menyiapkan bahan dan menyiapkan sarana dan prasarana
pengembangan kompetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan
Administrasi;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan
kemitraan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum
dan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi
pengembangan kompetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan
Administrasi;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan,
penilaian serta pengukuran keberhasilan pengembangan kompetensi
umum dan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan
Administrasi;

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaj'unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kompetensi
umum dan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan
kompetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi;

r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan
kompetensi umum dan kompetensi pilihan Jabatan Administrasi; dan

s. meIaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Sub Bidang Kornpetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah
Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan adrninistrasi dan
menyelenggarakan pengernbangan kompetensi inti Jabatan Adrninistmsi
Perangkat Daerah Penunjang.

(2) Sub Bidang Kompetensi Inti Jabatan Adrninistrasl Perangkat Daerah
Penunjang daJam. mel.aksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) mempunyru uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapka~. b~han dan menyusun rencana kegiatan peng~mbangan
kompetensi inn Jabatan Administrasi Perangkat~Daerah Penunjang; _

. --_ -" ..... -_-

Pasal 13

h. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan
pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;

d. menyiapkan bahan dan menyusun silabi diklat pengembangan
kompetensi inti Jabatan Administrasi;

e. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyeJenggaraaan
pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;

f. menyiapkan bahan dan menyiapkan sumber belajar pengembangan
kompetensi inti Jabatan Administrasi;

g. menyiapkan bahan dan menyiapkan saran a dan prasarana
pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan
kemitraan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti
Jabatan Administrasi;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan adrninistrasi
pengembangan kompetensi inti Jabatan Adrninistrasi;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan,
penilaian dan pengukuran keberhasilan pengembangan kompetensi inti
Jabatan Administrasi;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi inti Jabatan Administrasi;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaj'unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kompetensi
inti Jabatan Administrasi;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan
kompetensi inti Jabatan Administrasi;

n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan
kompetensi inti Jabatan Adrninistrasi; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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- --_--------
Dipindai dengan CamSc~~ne'r

b. tncngurnpuJ)wn, rn ngoluh, mcngnnnliniu dan rncnynjikan data kcgiatan
pen crnbnngnn kompctcnui inti .Jnbntnn Adrniniutrnni Pcrangkat Dacrah
Pcnunjl\ng~

c. mcnyiapknn bnhnn dun mcnyusun pctunjuk tcknis penyclcnggaraan
pcngcrnbnngnn kornpctcnsl inti .Inbntan Adrniniatraai Perangkat Dacrah
Pcnunjnng;

d. rncnyiapkan buhnn don menyusun silabl diklat pengcmbangan
kornpctcnai inti .Jabutnn Adrnlniatrasl Perangkat Daerah Penunjang;

c. menyiapkan buhan dun mcnyusun jadwal pcnyeJcnggaraan
pcngcmbangan kornpetcnsi inti .Jabatan Adrninistrasi Perangkat Daerah
Pcnunjong;

f. rncnyiapkan bahan dan mcnyiapkan sumbcr bclajar pengembangan
kornpetensi inti Jabatan Adrninistrasi Perangkat Dacrah Penunjang;

g. rncnyiapkan bahan dan rncnyiapkan sarana dan prasarana
pengembangan kompetcnsi inti Jabatan Administrasi Pcrangkat Dacrah
Pcnunjang;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan Iasilitasi pengernbangan
kemitraan dalam penyelenggaraan pengembangan kornpetensi inti
Jabatan Adrninistrnsi Perangkat Daerah Penunjang:

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan adrninistrasi
pengernbangan kompctensi inti Jabatan Adrninistrasi Perangkat Daerah
Penunjang;

j. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pemantauan serta evaluasi
penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti Jabatan Adrninistrasi
Perangkat Daerah Penunjang;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan
pengembangan kompetcnsi inti Jabatan Adrninistrasl Perangkat Daerah
Penunjang;

1. mcnyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaJunit kerja dan instansi terkait da1am pengernbangan kompetensi
inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan
kompetensi inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Pcnunjang;

n. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan
kompetensi inti Jabatan Adrninistrasi Perangkat Daerah Periunjang;
dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang rugas dan
kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

kewenan gannya.

pengaturan
.Jabatan

pernbinaan,
kompetensi

koordinasi,
pengembangan

d. penyusunan program,
dan pengendaJian
Pimpinan Oaerah; dan

e. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian penyelenggaraan Prajabatan.

(3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional daIam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan

kompetensi manajerial dan fungsional;
b. menyusun program, mengoordinasikan, rnembina, mengatur dan

mengendalikan pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;
c. menyusun program, rnengoordinasikan, mernbina, mengatur dan

mengendalikan pengembangan kompetensi Jabatan Administrasi;
d. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur dan

mengendalikan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pengembangan kornpetensi Jabatan Pimpinan Daerah;
f. menyusun program, mengoordinasikan, rnembina, mengatur dan

mengendalikan penyelenggaraan Prajabatan; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan hidang tugas dan

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
Iungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan

dan pengendalian pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
dan Jabatan Adrninistrasi:

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan
dan pengendalian pengembangan kompetensi Jabatan Administrasi;

c. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;

Pasal 14

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
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dmini rra i
i. J tan

(1) Sub Bidmg Kornp t nsi Jnbatan Pimpinan Tinggi dan Adrninistrasi
" bagnirn nn dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (4) huruf rnempunyai tugas
melnks: nakan pengelolaan adrninistrasi dan rnenyelcnggarakan
pen" rnbe ngan kornpetensi Jabatan Pirnpinan Tinggi d n J batan
Adrninistrasi.

(".;;,)Sub Bidung Kornpetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administmsi d lam
m laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ay t (1) mernpuyr i
uraian rugas sebagai berikut:
fl. men riapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pen em n n

komptensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan .Jabatan Admini trasi;
b. mengumpulkan, mengolah, rnenganalisis dan menyajikan data kes at n

pengembangan kornpetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan J b t n
Adrninistrasi;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggarn
pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi;

d. rnenyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelerigg man
pengernbangan kompetensi Jabatan Adrninistrasi:
menyiapkan bahan dan menyusun siJabi dildat pengernbangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan
.Jabatan Pengawas;

f. men) iapkan bahan dan menyusun jadwaJ penyelenggaraaan diklat
pengernbangan kornpetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas;
menyiapkan bahan dan menyiapkan swnber belajar diklat
pengernbang n kornpetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan .Jubatan Pengawas;

h. rnenyiapkan bahan dan menyiapkan sarana dan prasarana dikl t
pengembangt 0 kornpetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan J batan Pengawas;

J. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan Iasilitasi pengemban n
kemitrnan dalarn pen) elenggaraan diklat pen ~mb ng n kornpeten j
.Jubatan Pirnpinan Tinggi, Jabatan Administrator d n J n
Pcng was;

J. m nyiapkun L> h n dun rnelaksan kan pengelo nn
pen ·embnogan kompetensi Jubat an Pirnpin n Tin
Admini trator dun JQb~ tun I .ne wus;

Pasal 15

(4) Bid \1\. Pen~ rnbanc n Kornpctcn i Manajerial dan Fungsional dalarn
meluks muk n tug s scbng irnann dirnnksud pada ayat (l) terdiri atas:
, Sub Bid n~ Kornpetensi .Jabatan Pimpinan Tinggi dan Adrninistrasi;

b ub Bidang K rnpetensi .Jabatan Fungsional; dan
' Sub Bidang Kornpetcnsi Pimpinan Daerah dan Prajabatan.
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•

(1) Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas meJaksanakan pcngelolaan
administrasi dan menyelenggarakan pengembangan kompetensi Jabatan
Fungsional.

(2) Sub Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
kompetensi Jabatan Fungsional;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan
pengembangan kompetensi Jabatan FungsionaJ;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;

d. menyiapkan bahan dan menyusun silabi diklat pengernbangan
kompetensi Jabatan FungsionaJ;

e. rnenyiapkan bahan dan menyusun jadwaJ penyelenggaraaan
pengernbangan kornpetensi Jabatan FungsionaJ;

f. menyiapkan bahan dan menyiapkan sumber belajar pengembangan
kompetensi Jabatan FungsionaJ;

g. menyiapkan bahan dan menyiapkan sarana dan prasarana
pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;

h. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan fusilitasl pengembangan
kemitraan dalam penyelenggaruan pengernbangan kompetensi Jabatan
Fungsional;

Pasa! 16

k. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pcrnantauan pcnyelcnggaraan,
penilaian serta pengukuran keberhasilan diklat pcngcrnbangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas;

1. menyiapkan bahan dan menyusun Japoran pcnycJcnggaraan diklat
pengembangan kompetensi Jabatan Pirnpinan Tinggi, .Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dcngan satuan
kerja/ unit kerja dan instansi terkait daJam pcngembangan kompctcnsi
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Adrninistrasi;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi;

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengernbangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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(1) Sub Bidang Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah dan Prajabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyelenggarakan
pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah, diklat Prajabatan
dan/ atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipiJ.

(2) Sub Bidang Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah dan Prajabatan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
uraian tugas sebagai berikut;
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan

komptensi Jabatan Pimpinan Daerah, diklat Prajabatan dan/ atau
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah, diklat
Prajabatan dan/ atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

e. menyiapkan bahan dan menyusun silabi diklat pengembangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah;

f. menyiapkan bahan dan menyusun silabi diklat Prajabatan dan/ atau
pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipi1;

g. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraan
pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah;

Pasal 17

k.

1.

:,
t· m.,

n.

o.

j.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengclolaan administrasl
penyelenggaraan pengembangan kornpctensi .Jabatan Fungsicnal:
rnenyiapkan bahan dan rnelaksanakan pemantauan pcnyelcnggaraan,
penilaian serta pengukuran keberhasilan pcngembangan kornpelensi
Jabatan Fungsional;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelcnggaraan
pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional;
menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaj unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kompetensi
Jabatan Fungsiona1;
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan
kompetensi Jabatan Fungsional;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan
kompetensi Jabatan Fungsiona1; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

i.
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Dipindai dengan CamScanner

Ketentuan ten tang pembentukan, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit
Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan BPSDMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4)huruf e diatur kemudian dengan Peraturan.Gubernur ....

I ., .... .__..... --

Pasal 18

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraan diklat
Prajabatan dan/atau peJatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

1. menyiapkan bahan dan menyiapkan sumber belajar pengembangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah;

J. menviapkan bahan dan menyiapkan sumber belajar diklat Prajabatan
dan/ atau pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil:

k. menyiapkan bahan dan menyiapkan saran a dan prasaran a
pengembangan kompetensi Jabatan Pimpinan Dae.rah;

1. menyiapkan bahan dan menyiapkan sarana dan prasarana diklat
Prajabatan darr/atau pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil:

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan
kernitraan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi .Jabaran
Pimpinan Daerah, diklat Prajabatan dan/ atau Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan adrninistrasi
pengembangan kompetensi .Jabatan Pimpinan Daerah, diklat
Prajabatan dan/ atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan,
penilaian dan pengukuran hasil pengembangan kompetensi .Jabatan
Pimpinan Daerah, diklat Prajabatan aesx] atau Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi Jabatan Pirnpinan, diklat Prajabatan
dan/ atau Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan saruan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengernbangan kornpetensi
Jabatan Pimpinan Daerah, diklat Prajabatan danj'atau Pelatihan
Dasar Cajon Pegawai Negeri Sipil;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pernantauan pengembangsn
kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah, diklat Prajabatan dan/ a tau
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

s. menyiapkan bahan dan rnenyusun laporan kinerja pengernbangan
kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah, diklat Prajabaran dan/au
Pelatihan Dasar Cajon Pegawai Negeri Sipil; dan

L melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangannya.
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(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipirnpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sckretaris.

(4) Masing-rnasing Sub Bidang pada masing-rnasing Bidang dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada rnasing-rnasing Kepala Bidang.

Pasal21

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) J{ lompok .Jnbatan Fungsional scbagairnana dimaksud dal m Psi 19
terdiri ntn sejurnlnh tcnaga dalarn jenjang Iungsicnal yang t rba . dIm
kclornpok-kclompok scsuai dengan bidang kcahliannya.

(2) ctiap kclompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud p da ynt (1),
dipirnpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsionaJ senior y n Y

ditctapkan olch Gubcmur dan bertanggungjawab kepada Kcpala Badan.
(3) .Jurnlah dan jenis jabatan fungsional sebagairnana dimaksud p da ayat (1),

ditcntukan berdasarkan kebutuhan dan bcban kerja.
(4) Jcnis, jcnjang, tugas dan rincian tugas rnasing-rnasing .Jabatan Fun ional

sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), diatur sesuai dengan per turr n
perundang-undangan.

Pusal 20

K elornpok clnbntan f'unR ionnl cbngairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 ayat (4)
huruf f rn .mpunyni tugns rnclaksnnakan scbagian tugas BPSDMD sesuai
dcnRnn kcnhlian dun kcbutuhan.

Pasal 19

Bnginn Kctujuh
K clompok .Jnbntan Fungsional

•
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